BAB 111
PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah dilakukan Analisis terhadap data yang diperoleh dan hasil
penelitian dengan mendasarkan pada teori hukum positif yang ada di
Indonesia bahwa Data Informasi Elektronik dapat dikategorikan sebagai
bagian dari alat bukti yang sah khusunya Petunjuk, Data informasi Elektronik
tersebut harus diyakini keontetikannya dengan keterangan ahli. Karena dengan
ada keterangan ahli dapat diperoleh dan dijadikan sebagai sebagai dasar
tambahan bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai suatu perkara
pidana yang sedang diperiksa. Maka penulis berpendapat bahwa seharusnya
Sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP mengalami
perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat akan teknologi dan
informasi sebab alat bukti data atau program mudah diubah atau di copy,
dihapus maupun dipindah. Sehingga diperlukan aturan hukum yang konkrit
dan jelas agar dapat menenggulangi permasalahan pembuktian dalam kasus
cybercrime.

Upaya penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua
pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan
sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi.
Keberadaan undang-undang yang mengatur cybercrime memang diperlukan,
akan tetapi apalah arti undang-undang jika pelaksanaan dari undang-undang

tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat
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yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung

tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.

B. Saran

Oleh karena itu, penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Cybercrime merupakan kejahatan virtual, dan aparat penegak hukum
belum sepenuhnya memahami apa itu cybercrime. Dengan kata lain
kondisi sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum masih
lemah maka perlu dibekali pengetahuan di bidang teknologi Informasi.

2. Diperlukannya Laboratorium Forensik karena Ketiadaan Laboratorium
Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar.
Pada kasus Dani Firmansyah yang menghack situs KPU, Polri harus
membawa harddisk ke Australia untuk meneliti jenis kerusakan yang
ditimbulkan oleh hacking tersebut.

3. Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini
dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, factor
lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam sistem komputernya
diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan

dan web masternya.
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